KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDOMESIA
MOMOR 426 TAHUN 1995
TEMNTANG |
HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN HONORARIUM KELEBIHQN JAM
MENGAJAR GURU TETAP PADA MADRASAH NEGERI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

MEMTERI AGAMA REPUBLIK INDOMNESIA

S
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Menimbang : a. bahwa dengan masih terbatasnya Guru Tetap pada‘”'ﬁ
Madrasah MNegeri, perlu - menganghkat Gurua.Tidak
Tetap pada Madrasah Negeri; :
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b. bahwa ketentuan honorarium Guru Tidak Tetap ~"pada
Madrasah Megeri ,sebagaimana ditetapkan dengan -
Keputusan Menteri Agama Momor 24 Tahun 1985 tidak
sesuai lagi dan untulk itu perlu diatur kembali.

Méngingat : 1. Indische Comptabiliteitswet (staadsblad 1925 No.
' 448) sebagaimana telah diubah dan  ditambah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53); o
.2. Undang-Undang Mcmor 8 Tahun 1974 tentang Polok-
polok Kepegawaian'; : : S o
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem’
Pendidikan Masional; : B
4. Peraturan Pemerintah Momor 28 dan Nomor 29 Tahun
1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikah .
Menengahj; ‘ o } EE L
Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 15§2T tentangﬁ
Tenaga Kependidikan; ‘ . L
6. Xeputusan Presiden RI Momor 44 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokolk Organisasi Departemen; Lo
7. Keputusan Presiden RI Momor 15 Vahun 1984 tentang

g
e

Susunan Organisasi Departemen dengan segala

perubahannya, terakhir dengan Keputusan‘ Presiden

RI Nomor 18 Tahun 1994; 5 - .
P
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8. Keputusan Presiden RI Momor 16 Tahun 1994 tentang:
Pelalksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara
vang telah diubah dan disempurnalkan dengan
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995;
Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama yang telah diubah dan, disempurna-
lkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Aagama Momor
75 Tahun 1984; - :
10. Keputusan Menteri ngama Nomor 52 Tahun. 1978
tentang Pendelegasian Wewenang, mengangkat dan
memberhentikan Tenaga Honorer dalam lingkungan
Nepartemen Agama.
11. Keputusan Menteri nAgama Momor 45 Tahun 1981
tentang Crganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen
Kabupaten/Kotamadya, dan Balai Pendidikan  dan
Latihan Pegawail Teknis Keagamaan Departemen Agama;
12. Keputusan Menteri . Agama RI Momor 368, 369 dan
Momor 370 Tahun! 1993 tentang penyelenggaraan
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan
Madrasah Aliyah; — ' o
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 dan 373 . Tahun
1993.- tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri
Khas Agama Islam dan Kurikulum Madrasah Aliyah;
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Memperhatilkan : Persetujuan Menteri Keuangan RI dengan surat
Direlktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
Momor S§-1803/A4/362/0595, tanggal 18 Mei 1995.

AN 3

MEMUTUSKARNMN =

Menetapkan : KEPUTUSAM MEMTERI AGAMA REPUBLIK TMDONESIA TENTANG
HOMORARIUM GURU TIDNAK TETAP DNk HOMORARIUM

KELEBIHAN JAM MEMNGNRIAR GURU TETAP PADA - MADRASAH
MEGERI DI LIMGKUMGAM DEPARTEMEN AGAMA. ‘ h
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Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : V)
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BAB 1 &
KETENTUAN UMUM
Pésal 1

1. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah
Tsanawiyah Negeri (MTsM) dan Madrasah Allyah Negeri (MAN) di
lingkungan Departamen Agama; - o 5

2. Guru Tidalt Tetap adalah. mereka yang karena keahliannya L
diangkat sebagai zjuru kelas/guru mata pelajaran tertentu pada
Madrasah; '

3. Guru Tetap adalah pegawal negeri =1p11 yang dlangkat sebagail
tenaga pengajar pada Madrasah oleh pejabat yang berwenang;

4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departz=men Agama Propinsi
/Setingkat.-

S. Kantor Departemen adalah Kantor Dcpartemcn fgama Kabupaten/
Kotamadya.

BAB II

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP ‘DAN
PENUGASAN GURU TETAP

Pasal 2

Kepala Madrasah pada Madrasah vyang masih kellurangan Guru
Tetap dapat mengusullan : . _ S L

1. Penganghkatan Guru Tidak Tetap yang berasal dari pegawai

pada instansi pemerintah untulkk mengajar: mata pelajaran

tertentu

Penganghkatan Guru Tidalk Tetap yang berasal dari. guru pada

madrasah swasta, badan swasta, dan perorangan sebagail guru

kelas/guru mata pelajaran tertentu;

3. Penugasan Guru Tetap pada Madrasah yang bersangkutan: yang
sudah memenuhi jam wajib mengajar untulk mengajar tambahan;

4. Penugasan Guru Tetap dari Madrasah lain yang sudah = memenuhi
Jam wajib mengajar untull mengajar tambahan.
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~ BAB III

SYARAT DAN TATACARA PENGANGKATAM GURU TIDAK TETAP
DAN PENUGASAN GURU TETAF

"Pasal 3

y!

(1) Pengangkatan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 angka 1 harus memenuhi persyaratan :

a. memiliki 1ijazah/surat tanda tamat belajar/sertifikat/
surat keterangan dari yang bérwenang sebagail tanda bukti
bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian/ kemampuan/
lkualifikasi mengajar sebagai guru kelas/guru mata
pelajaran tertentu; , o

b. memiliki surat izin dari P1mp1nan 1n°tan51 tempat yang' 
bercangkutan bertugas.. : Co ST S

Pengangkatan Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam‘

Pasal 2 angka 2 harus mcmenuhi‘persyaratah : ‘

a. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar/s ertlflkat/v
surat keterangan dari yang berwenang sebagai tanda bukti-
bahwa yvang bersanglkutan memililki keahlian/kemampuan
Jkualifikasi mengajar sebagai guru .kelas/guru mata
pelajaran tertentu;

"b. Khusus untul Guru Tidal Tetap yang mengajar keterampilan

dan atau kesenian yang tidal mzmenuhi persyaratan terscbut
huruf a diatas harus memiliki surat keterangan dari yang
berwenang dalam bidangnya sebagai tanda bukti bahwa yang
bersangkutan memiliki keahlian/pengalaman yang diakui
cleh masyarakat dan dikuatkan oleh Kepala Madrasah yang
bersangkutan; : o .

c. Surat Keterangan dari instansi'yang berwenang bahwa . yang
bersangkutén tidak terlibat G 30 S PKI dan/atau organisasi
terlarang lainnya. '

Penugasan Guru Tetap eragalmana dimaksud dalam Pasal angka
3 harus memenuhi persyaratan memiliki surat pernyataan sudah
memenuhi jam wajib mengajar dari Kepala Madrasah tempat vyang

bersangkutan bertugas. _ » . . f;.f”
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'/‘ (4) Penugasan Guru Tetap ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka
' 4 harus memenuhi persyaratan : )

a. memiliki surat izin dari Kepala Madrasah tempat
bersanghkutan berstatus sebagai Guru Tetap;

b. memiliki surat pernyataan sudah memenuhi jam - wajib
mengajar dari Kepala Madrasah tempat yang bersangkutan
berstatus sebagai Guru Tetap. : Vo

yang

(1) Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan Guru Tetap padé
Madrasah Ibtidaiyah dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen
atas usul Kepala Madrasah yang bersangkutan.

(2) Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan penugasan Guru Tetap pada =
Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dilakulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah atas usul Kepala Madrasah yang bersangkutan.

(3) Kepala Madrasah mengusulkan péngangkatan_@uru Tidalk Tetap
dan penugasan Guru Tetap dengan melampirkan : L
a. rencana pengangkatan Guru Tidalk Tetap yang dirinci dalam.j,fﬁ

Jumlah jam mengajar permlnggu =etxap kela,/mata pelajaran

yang diajarkan; - :
b. Surat bukti vyang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3). ' :

' (4) Kepala Kantor Departemen dan .. Kepala Kantor Wilayah "
‘selambat-lambatnya 1 (satu). bulan setelah menerima usul', '
l menetapkan pengangkatan Guru Tidal Tetap dan penugasan Guru !
-Tetap. pada Madrasah yang bersangkutan paling lama 1 (satu)

tahun pelajaran dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

. dan Sekretaris Jenderal Departemen- ngama Caq. Kepala Biro
Keuangan dan Kepala Biro Kepegawaian.
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BAB 1V
KEWAJIBAM MENGAUAR DAN HOMORARIUM MEMGAJAR

Pasal 5

l

(1) Kewajiban mengajar per minggu bagi ¥epala Madrasah 6 (enam)

li‘" . Jam pelajaran, Wakil Kepala Madrasah/Pimpinan Madrasah

o Filial 9 (sembilan) jam pelajaran, Guru Tetap pada Madrasah .

[- E 18 (delapanbelas). jam pelajaran. | o
' ‘7 (2) Kewajiban mengajar bagi Guru Tidak Tetap sebagaimana di‘maksud'
- dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya 4 (empat)
l{ . Jam pelajaran perminggu. g :
i“ (3) Guru Tetap yang telah memenuhi jam wajib mengajar sebagai
.l ‘ mana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditugaskan baik di

Madrasah tempat yang bersanglkutan berstatus sebagai Guru
Tetap maupun di Madrasah lain dengan memperoleh honorarium
kelebihan jam mengajar. ‘ C
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. (1) Setiap kelebihan jam hadir mengajar bagi Guru Tetap dan jam
lﬂ hadir mengajar bagi Guru Tidak Tetap diberikan honorarium
) ' sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)per jam mengajar.

l[ (2) Kepada Guru Tidak Tetap yang berasal dari Pegawai Negerij

! Sipil /Instansi pemerintah bukan dari Departemen fgama, badan

v ' swasta, madrasan swasta dan perorangan diberilkan honorarium-
[ ' bulanan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),

disamping honorarium sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah) per
jam hadir mengajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

.' T - (3) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dzalam ayat

(2) hanya .
- diberikan dari satu madrasah.. ‘ .
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BAB V

PEMBIAYAQAN

L4

Pasal 7

(1) Biaya untulk keperluan pelaksanaan Keputusan ini: dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara Departemen fAgama.

G En Sy SR G-
I ' :

(2) Pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan batas anggaran
yang disedialkan dalam DIK masing-masing kantor /satuan kerja
yang bersanglkutan. : _ ‘

BAB VI

4-._ -
e

. - PELAPORAN

Pasal B8

(1) Kepala Kantor Departemen melaporkan pengangkatan Guru Tidak
Tetap dan penugasan Guru Tetap pada madrasah sebagaimanan
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah
dengan melampirkan data sebagaimana dimalsud dalam Pasal. 4
ayat (3).

-___‘

[ (2) ¥epala Kantor Wilayah melaporlkan .pengarnglatan  Guru Tidak

[ ‘ Tetap dan penugasan Guru Tetap pada wmadrasah sebagaimana
l ' dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) sclambat-lambatnya bulan |
, ~Juli - Tahun Anggaran berjalan lkepada Sekretaris Jenderal

[, Cq.Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro = Kepegawaian dengan
. tembusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama '

Islam dengan melampirlkan surat bukti sebagaimana dimaksud
';v, Pasal 4 ayat (3). .
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BAB VII
PENMUTUPR
Pasal 2

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kepulusan ini akan ditentu-
kan lebih lanjut oleh Selretaris Jenderal Departemen Agama.

Pasal 10

Dengan  berlalunya  Kepubtusan ini, Keputusan Menteri Ngama RI

Meomor 24 . Tzhun 1985 sepanjang mengenai pengaturan Pemberian
honorarium lkepada Guru Tidake Tetap Pada Madrasah NMegeri

/Pendidilan Guru Ngama Megeri, Guru Agama Tidak tetap Pada
Selolah Umum Megeri dinyatalan tidall berlalku.

Pas=al 11

Yeputusan Ind berlaku mulail pada tahun anggaran 1295/172726.

Ditetaptan di : Jalkarta
pada tanggal  : 1 September 1995
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1. Badan Pemnzrilsa Keuangan di Jakarta;

Menteri Xeuangan di Jakarta;

Direltur Jenderal fnggaran Dep. Xeuangan di Jakartas

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;

Sekretaris Jenderal DPep. Agama ci Jakarta;

Ditjen Kelembagaan Pembinaan Agama Islam di Jalarta;

Inspelturat Jenderal Dep. Agama di Jakarta;

Yepala Bira Keuangan Departemen nAgama di Jakarta;

Yepala Biruo Hulum dan Humas Dep. Agama di Jakarta.

10.Direktur Nerbendaharaan dan Kas Megara Dep.Keuangan di Jakarta

11 .Direktur Pemkinaan Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;

12.Fepala Kanuil Dep. Agama Propinsi di Scluruh Indonesia.
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